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NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN OBAT TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG CASSIA SENNA L. DAN RHEUM OFFICINALE DENGAN KLAIM
UNTUK MENURUNKAN LEMAK TUBUH ATAU MENURUNKAN BERAT BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari peredaran obat
tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,
khasiat/manfaat dan mutu;

b. bahwa telah dilakukan pemantauan keamanan secara
terus-menerus terhadap penggunaan dan peredaran obat
tradisional;

c. bahwa obat tradisional dengan klaim untuk menurunkan
lemak tubuh atau menurunkan berat badan tidak boleh
mengandung bahan yang bersifat laksatif dan diuretik;

d. bahwa Cassia senna L. dan Rheum officinale merupakan
tumbuhan yang bersifat laksatif dan diuretik yang
digunakan sebagai obat tradisional dengan klaim
menurunkan lemak tubuh atau menurunkan berat

badan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan  tentang Larangan  Memproduksi dan
Mengedarkan Obat Tradisional yang Mengandung Cassia
senna L. dan Rheum officinale dengan Klaim untuk
Menurunkan Lemak Tubuh atau Menurunkan Berat

Badan;
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Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2013
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